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MUH. FAISAL TANJUNG, B11111446, PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA ATAS KELALAIAN APOTEKER DALAM PERACIKAN OBAT 
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DIRUMAH SAKIT , di 
bawah bimbingan H. M. SAID KARIM selaku pembimbing I dan AMIR 
ILYAS selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban 
pidana apoteker dalam malpraktik yang menyebabkan matinya orang 
dirumah sakit serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 
korban malpraktik apoteker. 
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 
memilih instansi yang terkait dengan judul yang diangkat yaitu 
dilaksanakan di Rumah Sakit Abunawas dan Apotek Mitra Husada.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai 
acuan utama dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik 
analisis deskriptif kualitatif yakni teknik analisis yang tidak didasarkan atas 
angka-angka akan tetapi pada peraturan hukum yang berlaku. 
Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 
deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan 
yang bersifat umum untuk menyumpulkan suatu peristiwa secara khusus. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pertanggungjawaban 
pidana atas kelalaian apoteker dalam peracikan obat yang mengakibatkan 
matinya orang di Rumah Sakit yaitu bertanggungjawab dengan hukum 
penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang kesehatan nomorn 
36 tentang kesehatan pasal 190 ayat(2) dijelaskan bahwa dalam hal 
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dapat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta Undang-undang Nomor 
13 tahun 2009 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 
menjelaskan angka(1) pada huruf a dan b bahwa seorang korban berhak: 
memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Bidang farmasi berada pada lingkup dunia kesehatan yang 
berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan.  
Dalam sejarahnya, pendidikan tinggi farmasi di Indonesia dibentuk 
untuk menghasilkan apoteker.   
  Farmasi sebagai tenaga kesehatan yang berkelompokkan 
profesi telah diakui secara universal.  Lingkup pekerjaannya meliputi 
semua aspek tentang obat, mulai dari penyediaan bahan baku obat 
dalam arti luas,membuat sediaan jadinya sampai dengan melayankan 
kepada pemakai obat atau pasien. 
  Farmasi adalah tenaga ahli yang mempunyai kewenangan 
dibidang kefarmasian melalui keahlian yang diperolehnya selama 
pendidikan tinggi kefarmasian.  Sifat kewenangan yang berlandaskan 
ilmu pengetahuan ini memberinya semacam otoritas dalam berbagai 
aspek obat atau proses kefarmasian yang tidak dimiliki oleh tenaga 
kesehatan lainnya. 
  Penanggung jawab apotek, dengan pesatnya perkembangan 
ilmu kefarmasian maka apoteker dikenal pula dengan 
sebutanfarmasis, telah dapat menempati bidang pekerjaan yang makin 
luas meliputi apotek,rumah sakit, lembaga pemerintahan, perguruan 
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tinggi, lembaga penelitian, laboratorium pengujian, laboratorium klinis, 
laboratorium forensik, berbagai jenis industri, meliputi industri obat, 
kosmetik,jamu, obat herbaldan industri vaksin, lembaga informasi obat 
serta badan asuransi kesehatan adalah tempat-tempat untuk farmasis 
melaksanakan pengabdian profesi farmasis.   
  Kewenangan keprofesian yang dimiliki oleh apoteker dibidang 
kefarmasian maka dalam menjalankan tugasnya dapat mengerjakan 
berdasarkan prosedur-prosedur kefarmasian demi dicapainya produk 
kerja yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan kefarmasian, etik 
profesi kefarmasian, sasaran jenis pekerjaan yang dilakukan serta 
hasil kerja yang seragam tanpa mengurangi pertimbangan keprofesian 
secara pribadi. 
  Pada dasarnya kaitan tugas farmasi dalam melangsungkan 
sebagai proses kefarmasian, bukannya sekedar membuat obat, 
melainkan juga menjamin serta meyakinkan bahwa produk 
kefarmasian yang dibuat adalah bagian yang tidak dipisahkan dari 
proses penyembuhan penyakit yang diderita pasien. 
  Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser 
orientasinya dariobat kepasien yang mengacu kepada pharmaceutical 
care.  Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus 
pada pengelolaan obat serta komoditi menjadi pelayanan 
komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 
pasien. 
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  Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker 
dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan prilaku 
agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.  Bentuk 
interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian 
informasi monitoring pengguna obat untuk mengetahui tujuan akhir 
sesuai harapan dengan baik. 
 Pelayanan obat kepada penderita melalui berbagai tahapan 
pekerjaan meliputi diagnosis penyakit, pemilihan, penyiapan, dan 
penyerahan obat kepada penderita yang menunjukkan suatu interaksi 
antara dokter, farmasis, penderita sendiri dan khusus dirumah sakit 
melibatkan perawat.  Dalam pelayanan kesehatan yang baik, informasi 
obat menjadi sangat penting terutama informasi dari farmasis, baik 
untuk dokter, perawat, dan penderita. 
 Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan 
terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses 
pelayanan.  Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktek harus 
sesuai standar prosedur.  Apoteker harus mampu berkomunikasi 
dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan pengguna obat 
yang rasional. 
 Pelayanan apoteker dalam meracik obat terhadap pasien 
disulawesi tenggara masih berlangsung amat baik.  Segala upaya 
yang dilakukan oleh apoteker dalam meracik obat masih serba kehati-
hatian.   
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 Adanya isu hukum yang berkembang dimasyarakat apabila ada 
orang yang meninggal disebabkan oleh obat bukan berarti 
apotekernya yang lalai tetapi pengguna obat tersebut yang lalai dalam 
penggunaan obat. 
 Mengingat asas legalitas sebagai ketentuan dalam pidana 
Indonesia, maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan 
perbuatan pidana, apabila perbuatannya tersebut telah memenuhi 
rumusan dalam kitab undang-undang hukum pidana atau disebut telah 
dilakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana karena 
masih harus dibuktikan kesalahannya. 
 Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka 
berlakulah asas Geen Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana jika tidak 
ada kesalahan). Dengan demikian, bahwa untuk mengetahui 
seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan 
pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (mempunyai 
kesalahan). 
 Pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan 
criminal liability atau responsibility, adalah merupakan kelanjutan dari 
pengertian perbuatan pidana.  Jika orang telah melakukan perbuatan 
pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab harus dapat dilihat 
pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkanatas 
perbuatanyangtelah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.   
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 Sehingga penulis mengangkat kasus ini melalui isu-isu dan 
diskusiyang berkembang dimasyarakat Sulawesi Tenggara mengenai 
kelalaian seorang apoteker dalam hal meracik obat yang 
menyebabkan matinya orang di Rumah Sakit. 
 Berdasarkan hal tersebut pelayanan obat oleh apoteker atau 
staf apotek dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian 
tergantung dari fakta bahwa dalam proses pemberian pelayanan obat 
memang telah terjadi perbuatan yang tidak hati-hati dan atau tidak 
cermat. 
 Meskipun apoteker hanya melakukan peracikan, pencampuran, 
pengubahan bentuk,pengemasan dan pemberian petunjuk pemakaian 
obat berdasarkan suatu resep dokter,namun karena perbuatan 
tersebut lalai terhadap pemakaian obat dengan sendirinya kepada 
pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. 
 Sesuatu perbuatan yang dalam kenyataannya menimbulkan 
akibat atau perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), maka perbuatan tersebut harus 
dipertanggungjawabkandan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana.Hal 
itu sesuai dengan ajaran pertanggungjawaban pidana yang 
menyebutkan, bahwa timbulnya tanggungjawab pidana disebabkan 
oleh adanya suatu perbuatan pidana.Perbuatan pidana itu sendiri 
adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. 
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 Berdasarkan uraian diatas, menjadi dasar penulis untuk 
mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah penelitian 
dengan judul:“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS 
KELALAIAN APOTEKER DALAM PERACIKAN OBAT YANG 
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DIRUMAH SAKIT”.  
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka yang 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Apoteker atas kelalaian 
peracikan obat yang mengakibatkan matinya orang di Rumah 
Sakit ? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban 
malpraktik apoteker ? 
C. Tujuan Penelitian 
  Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Apoteker dalam 
malpraktik yang menyebabkan matinya orang di Rumah Sakit. 






D. Kegunaan Penelitian 
  Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka 
diharapkan penelitian ini memenuhi dua aspek manfaat yaitu : 
1. Aspek keilmuan, yakni penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan kontribusi positif bagi perbendaharaan konsep, 
metode maupun pengembangan teori dalam konteks studi ilmu 
hukum, khususnya dibidang hukum pidana. 
2. Aspek praktisi, yakni hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian 
yang sama ataupun bagi para perencana dan pelaksana hukum 








1. Pengertian Apoteker 
 MenurutMenteri Kesehatan Republik Indonesia melalui surat 
keputusannya.SuratKeputusan Menteri Kesehatan 
No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang apoteker berbunyi, apoteker 
adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan 
sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan 
kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. 
 Menurut Asiza (kompas,18/3/2005) menyatakan bahwa 
apoteker adalah orang yang paling tepat untuk menjawab 
pertanyaan mengenai obat-obatan.Sebelum menebus obat 
diapotek, tanyakan seputar obat yang akan dikomsumsi kepada 
apoteker, kalau perlu minta informasi tertulis tentang obat tertentu. 
 Apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan dibidang kefarmasian baik diapotek, rumah sakit, 
industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan 
bidang kefarmasian.  Pendidikan apoteker dimulai dari pendidikan 
sarjana,minimal empat tahun, ditambah satu tahun untuk 
pendidikan profesi apoteker.Apoteker di Indonesia bergabung 
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dalam organisasi profesi apoteker yang disebut Ikatan Apoteker 
Indonesia (IAI) Apoteker di Indonesia kurang diakui keberadaannya 
tidak seperti halnya dinegara lain.  Banyak yang mengatakan 
kesejahteraan apotekersekarangini di Indonesia sangat 
memprihatinkan dibanding 10 tahun yang lalu. 
 Seorang apoteker yang baru lulus juga disumpah seperti dokter.  
Sumpah itu intinya adalah seorang apoteker harus memanfaatkan 
ilmunya untuk kebaikan manusia.  Seorang apoteker dilarang 
menggunakan pengetahuannya untuk merugikan orang lain. (Ikatan 
Sarjana Farmasi Indonesia, (http://id.wikipedia.org/wiki/apoteker). 
 Menurut ISFI (2003), apoteker merupakan tenaga ahli yang 
mempunyai kewenangan dibidang kefarmasian melalui keahlian 
yang diperolehnya selama pendidikan tinggi kefarmasian. 
 Sementara menurut Moch.Saiful Bachri, apoteker adalah 
sebuah profesi kesehatan yang diakui keberadaannya oleh UU 
tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat, dan 
bidan.Para tenaga kesehatatan itu masing-masing juga berkumpul 
dalam sebuah organisasi profesi yang diakui keberadaannya oleh 
pemerintah.IDI untuk profesi dokter, IBI untuk profesi bidan, IDGI 
untuk profesi dokter gigi.Untuk apoteker tergabung dalam ISFI atau 
Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.Masing-masing organisasi 
profesi ini punya kewenangan mengatur rumah tangganya, dan 
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bersifat independent.Mereka mempunyai kode etik dalam 
menjalankan profesinya  
(http://msaifulbachri.tripod.com/apoteker_dan_Isfi.htm) 
 Apoteker adalah suatu profesi yang sangat erat kaitannya 
dengan pelayanan kefarmasian pada masyarakat.Apoteker sangat 
dituntut profesionalismenya agar pengabdian profesinya dapat 
dipertanggungjawabkan.(http://www.ffup.org/latest/penataran-dan-
kompetensi-apoteker.html). 
2. Hak dan Kewajiban Apoteker 
Hak dari seorang apoteker adalah sebagai berikut : 
a. Berhak melakukan pekerjaan kefarmasian (Permenkes No.922 
tahun 1993). 
b. Berhak menjadi penanggung jawab pedagang besar farmasi 
penyalur obat danatau bahan baku obat (Permenkes No.1191 
tahun 2002 pasal 7). 
c. Berhak menjalankan peracikan obat (perbuatan atau 
penyerahan obat-obatan untuk maksud-maksud kesehatan), 
(UU obat keras/st. No.419 tanggal 22 Desember 1949 pasal 1). 
d. Berwenang menyelenggarakan apotek disuatu tempat setelah 
mendapat SIA dari menteri (Permenkes No. 922 tahun 1991 
pasal 1). 
e. Berwenang menjadi penanggung jawab usaha industri obat 
tradisional (Permenkes No. 246 tahun 1990 pasal 8). 
f. Berwenang menjadi penanggung jawab pengawas mutu di 
industri farmasi jadi dan bahan baku obat (SK Menkes No. 245 
tahun 1990). 
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g. Berwenang menerima dan menyalurkan obat keras melalui 
pedagang besar farmasi atau apotek (Permenkes No. 198 tahun 
1993 pasal 16). 
h. Melakukan masa bakti apoteker disarana kesehatan pemerintah 
atau sarana kesehatan lain, seperti sarana kesehatan milik 
BUMN/BUML, industri farmasi, industri obat tradisional, industri 
kosmetik, industri makanan dan minuman, apotek diluar ibu kota 
negara, pedagang besar farmasi, rumah sakit, pendidikan tinggi 
dan menengah bidang farmasi milik swasta (sebagai pelajar), 
atau dilembaga penelitian dan pengembangan (sebagai 
peneliti), (Permenkes No. 149 tahun 1998). 
  Menyakut tentang kewajiban tentang apoteker adalah 
sebagai berikut : 
a. Menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan 
farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin 
(Permenkes No. 922 tahun 1993 pasal 12 ayat 1). 
b. Melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian 
profesinya yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat 
(Permenkes No. 922 tahun 1993 pasal 15 ayat 1). 
c. Berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih 
tepat (Permenkes No. 922 tahun 1993 pasal 13 ayat 3). 
d. Memberikan informasi berkaitan dengan penggunaan obat yang 
di sarankan kepada pasien dan pengguna obat secara tepat, 
aman, dan rasional atas permintaan masyarakat (Permenkes 
No. 922 tahun 1993 pasal 15 ayat 4). 
e. Apabila apoteker menganggap bahwa terdapat kekeliruan resep 
atau penulisan resep yang tidak tepat, apoteker harus 
memberitahukan kepada dokter penulis resep (Permenkes No. 
922 tahun 1993 pasal 16 ayat 1). 
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f. Menunjuk apoteker pendamping atau apoteker pengganti jika 
berhalangan melaksanakan tugasnya (Kepmenkes No. 1332 
tahun 2002 pasal 19). 
g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 
oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti dalam 
pengelolaan apotek (Permenkes No. 922 tahun 1993 pasal 20). 
h. Menyerahkan resep, narkotika, obat, dan pembekalan farmasi; 
kunci-kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikoterapika; 
serta berita acaranya jika menyerahkan tanggung jawab 
pengelolaan kefarmasian. 
i. Mengamankan perbekalan farmasi sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku jika SIA-nya di cabut. 
 
 Sebagai profesi yang di atur dalam pemerintahan apoteker 
mempunyai kode etik dan sumpah jabatan layaknya seorang 
pengacara.Sebelum menjalankan tugasnya sebagai pekerja 
kefarmasian, seorang apoteker harus memahami kode etik 
apoteker dan melakukan sumpah janji sebagai apoteker. 
 Ketentuan ini telah termuat dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes No. 184 tahun 1995 pasal 18), yang 
menyebutkan bahwa apoteker dilarang melakukan perbuatan yang 
melanggar kode etik apoteker.Sehingga setiap orang yang sudah 
menjadi apoteker, secara hukum harus memahami dan mentaati 
kode etik tersebut.Sedangkan, kode etik profesi apoteker terbaru 
adalah nomor 006/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang 
merupakan hasil kongres XVII ISFI tahun 2009 (ISFI,2009). Kode 
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etik apoteker dapat di bagi menjadi beberapa bagian, yaitu 
kewajiban umum, kewajiban apoteker terhadap pasien, terhadap 
teman sejawat, dan terdahap petugas kesehatan lain. 
a. Kewajiban umum  
1. Setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan 
mengamalkan sumpah apoteker. 
2. Setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh 
menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. 
3. Setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya 
sesuai kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu 
mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip 
kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. 
4. Setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan 
di bidang kesehatan pada umumnya di bidang farmasi pada 
khususnya. 
5. Di dalam menjalankan tugasnya, setiap apoteker harus 
menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata, 
yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur 
jabatan kefarmasian. 
6. Seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh 
yang baik bagi orang lain. 
7. Seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai 
dengan profesinya. 
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8. Seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan 
peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan pada 
umumnya dan bidang farmasi pada khususnya. 
b. Kewajiban Apoteker terhadap Pasien 
Dalam hal melakukan pekerjaan kefarmasiaan, seorang 
apoteker harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan 
menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk 
hidup insani. 
c. Kewajiban Apoteker terhadap teman sejawat 
1. Setiap apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya 
sebagaimana dirinya sendiri ingin diperlakukan. 
2. Sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan 
saling menasihati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode 
etik. 
3. Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan 
untuk meningkatkan kerja sama yang baik dengan sesama 
apoteker, dalam rangka memelihara keluhuran martabat 
jabatan kefarmasian serta mempertebal rasa saling 
mempercayai saat menunaikan tugas. 
d. Kewajiban Apoteker terhadap Petugas Kesehatan Lain. 
1. Setiap apoteker harus mempergunakan kesempatan untuk 
membangun dan meningkatkan hubungan profesi, 
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salingmempercayai,menghargai, dan menghormati petugas 
kesehatan lain. 
2. Setiap apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan 
atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya 
atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat 
petugas kesehatan lainnya. 
B. Malpraktik 
1. Pengertian Malpraktik 
Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan 
oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak 
sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, 
akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka 
berat, cacat bahkan meninggal dunia. 
M. Jusuf Hanafiah mendefinisikan malpraktik adalah sebuah 
tindakan yang atas dasar kelalaian dalam mempergunakan tingkat 
keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim di pergunakan 
dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut 
ukurandilingkungan yang sama.(M. Jusuf Hanafiah,1999 : 87) 
1.   Adanya unsur kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh 
tenaga kesehatan   dalam menjalankan profesinya. 
2.   Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan standar prosedur 
operasional. 
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3.   Adanya luka berat atau mati, yang mengakibatkan pasien cacat 
atau meninggal dunia. 
 Veronica Komalati memberikan pengertian bahwa malpraktik 
adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang tidak sesuai 
dengan standar profesi dalam menjalankan profesinya.(Veronica 
Komalati, 1989 : 115) 
2. Jenis-jenisMalpraktik 
 Ngesti Lestari dan Soedjatmiko (Anny Isfandiyarie, 2005 : 31) 
membedakan  malpraktik menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etik 
dan malpraktik yuridis, ditinjau dari segi etik profesi dan segi hukum. 
Setiap malpraktik yuridis sudah pasti malpraktik etik, tetapi tidak 
semua malpraktik etik merupakan malpraktik yuridis. Berikut ini akan 
dijelaskan mengenai malpraktik etik dan malpraktik yuridis. 
a. Malpraktik Etik 
Yang dimaksud malpraktik etik adalah apoteker melakukan 
tindakan yang bertentangan dengan etika apoteker. Etika 
apoteker merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan 
atau norma yang berlaku untuk apoteker 
b. Malpraktik Yuridis  
Soedjatmiko Anny Isfandiyarie (2005 : 33) membedakan 
malpraktik yuridis menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik pidana, 
perdata, dan administrasi. Ketiga bentuk malpraktik yuridis 
tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Malpraktik perdata(Civil Malpractice) 
Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang 
menyebabkan tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) 
didalam transaksi terapi oleh dokter atau tenaga kesehatan 
lain, atau terjadi perbuatan melanggar hukum (onrechmatige 
daad), sehingga menimbulkan kerugian kepada 
pasien.Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut 
dapat berupa: 
a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib 
dilakukan. 
b. Melakukanapa yang menurut kesepakatan wajib 
dilakukan,tetapi terlambat melaksanakannya. 
c. Melakukan apa yangmenurut kesepakatannya wajib 
dilakukan, tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan 
hasilnya. 
d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya dilakukan. 
2. Malpraktik pidana(criminal malpractice) 
Soerjano Soekanto (1981 : 28) mengemukakan malpraktik 
dalam bidang hukum pidana, antara lain: 
a. Menipu penderita atau pasien (Pasal 378 KUHP) 
b. Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 
KUHP) 
c. Melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian 
atau luka-luka (Pasal 359,360, dan 361 KUHP) 
d. Melakukan pelanggaran kesopanan (Pasal-pasal 290(1), 
294(2), 285 dan 286 KUHP) 
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e. Melakukan pengguguran tanpa indikasi medis (Pasal-
pasal 299, 384, 349 dan 350 KUHP) 
f. Membocorkan kerahasian apoteker yang diadukan oleh 
penderita (Pasal 322 KUHP) 
g. Kesengajaan membiarkan penderita tak tertolong (Pasal 
304 KUHP) 
h. Tidak memberikan pertolongan kepada orang yang 
berada dalam keadaan bahaya maut (Pasal 531 KUHP) 
i. Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386 KUHP) 
j. Euthanasia (Pasal 344 KUHP). 
 
 Anny Isfandiyarie (2005 :36) menyatakan bahwa malpraktik 
pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami 
cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-
hati, atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan 
terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut, 
misalnya sebagai berikut: 
1. Malpraktik pidana karena kesenjangan (intensional), 
seperti kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi 
medis, euthanasia, membocorkan rahasia apoteker, tidak 
melakukan pertolongan pada kasus gawat diketahui 
bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta 
memberikan surat keterangan dokter kepada apoteker 
yang tidak benar; 
2. Malpraktik pidana karena kecerobohan (recklessness), 
misalnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan 
19 
standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai 
persetujuan tindakan medis; 
3. Malpraktik pidana karena kealpaan (negligence), 
misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien 
sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau 
alpa dengan tertinggalnya alat operasi di dalam rongga 
tubuh pasien. 
Kesalahanmerupakan masalah pertanggungjawaban pidana. 
Seseorang melaksanakan perbuatan pidana dapat dipidana, 
bilamana hal-hal sebagai berikut: 
a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, 
atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum 
(unsur objektif). 
b. Terhadap pelaku ada unsur kesengajaan atau kealpaan, 
sehinggaperbuatantersebut dapat di pertanggungjawabkan 
kepadanya (unsur subjektif). 
Kesalahan adalah merupakan unsur tindak pidana 
(disamping juga merupakan unsur dari pertanggungjawaban 
pidana).Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
didalamnya ada ketercelaan tertentu. Misalnya salah satu atau 
tindak terdakwa (Pasal 158 KUHP, terdakwa bersalah Pasal 
183, Pasal 189, Pasal 193 KUHP, kesalahan terdakwa Pasal 
191 KUHP), dalam hal ini belum jelas apakah dolus atau 
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culpa. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi 
tidak dengan suatu kehendak mengenai kelanjutan 
perbuatannya atau akibatnya. 
Dalam pengertian ini pula, harus diartikan atau terdapat 
banyak persamaan dengan perumusan-perumusan KUHP 
seperti dalam Pasal 188, Pasal 191, Pasal 193, Pasal 195, 
Pasal 201, Pasal 203, Pasal 334, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 
426 (2), Pasal 427 (2). Ditinjau dari sudut moral atau 
kesusilaan masyarakat maka ia akan berarti hubungan batin 
dari seseorang dengan kelakuannya danatau akibat kelakuan 
itu. Hal ini seharusnya dapat dihindari, tetapi ia tetap 
melakukannya untuk mana ia dicela dari sudut kesadaran 
kesusilaan atau kepatuhan dalam masyarakat. (Sianturi, 2002 
: 161). 
 Seorang dokter dianggap melakukan kesalahan apabila ia 
tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajibannya yang 
timbul dari profesinya. Kesalahan dalam melaksanakan 
profesinya,dapat disebabkan karena kekurangan 
pengetahuan, kekurangan pengalaman dan kekurangan 
pengertian. Sehingga menyebabkan seorang dokter dapat 
salah dalam mengambil keputusan atau penilaian. Maka 
seorang dokter melakukan kesalahan professional, apabila dia 
tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau 
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meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat, atau 
ditinggalkan oleh para dokter pada umumnya, dalam situasi 
yang sama. (Soerjono Soekanto, 1981 : 12) 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, 
apabila secara teoritis paling sedikit mengandung 3 unsur, 
yaitu: 
1. Melanggar norma hukum pidana tertulis. 
2. Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum). 
3. Berdasarkan suatu kelalaian atau kesalahan besar. 
Ukuran yang dapat digunakan dalam hukum 
pidanaadalah kesalahan atau kelalaian besar (culpa lata), 
bukan kelalaian ringan (culpa levisatau levissima) seperti 
hukum perdata. Penilaiannya adalah seseorang atau tingkat 
kepandaian dan keterampilan yang rata-rata, bukan dengan 
apoteker yang pandai. Kelalaian atau kesalahan besar itu 
seyogyanya tidak dilakukan apabila dokter bertindak secara 
wajar dan hati-hati, dibandingkan dengan apoteker lain yang 
setaraf (professional). 
Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa tanggungjawab 
hukum dibidang pidana apoteker akan timbul setelah dapat 
membuktikan terjadinya malpraktik, yang dalam hal ini dasar 
timbulnya tanggungjawab tersebut adalah karena kesalahan 
yang berupa kealpaan yang berat. (Ninik Maryanti, 1988 : 15) 
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3.  PengertianMalpraktik Apoteker 
Menurut Rudi Schwartz, Malpraktik dapat diartikan sebagai 
praktik yang buruk yang dilakukan oleh dokter atau tenaga 
kesehatan yang lain (apoteker, bidan, perawat, ahli terapi dan 
tenaga kesehatan yang lainnya)yang dilakukan baik karena 
kesengajaan maupun kealpaan sehingga mengakibatkan kerugian 
bagi pasien, yang menyebabkan tenaga medis yang melakukan 
malpraktik tersebut harus bertanggung jawab baik secara pidana, 
perdata maupun administrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan 
praktik yang buruk antara lain praktik yang tidak professional, yang 
bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kemanusiaan, 
kepatutan dan kepantasan dan standar profesi. 
Untuk menentukan suatu tindakan medis itu malpraktik atau 
bukan tentunya diperlukan pembuktian, yang unsur utamanya 
adalahmerugikanpasien. 
(http://futurerudi.blogspot.com/2010/definisi-malpraktik.html).  
Berkhour & Vorsman, malpraktik apoteker adalah suatu 
tindakan buruk yang dilakukan apoteker atau tenaga kesehatan 
dalam hubungannya dengan pasien. Selain pengertian diatas 
defenisi lain dari malpraktik adalah setiap kesalahan professional 
yang diperbuat oleh apoteker atau tenaga kesehatan pada waktu 
melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak 
menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal diperiksa, dinilai, 
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diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya didalam situasi 





 Valentin v. la Society Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, 
California, 1956, definisi malpraktik profesi kesehatan (Apoteker) 
adalah kelalaian dari seorang apoteker untuk mempergunakan 
tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati, yang 
lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka 








1. Pengertian Delik 
 Istilah tindak pidana itu sendiri berasal dari bahasa latindilictum, 
kemudian ditransfer ke dalam berbagai bahasa dengan istilah yang 
berbeda-beda seperti delict(Jerman), delit (Perancis), dan strafbaar feit 
(Belanda). 
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 Pembentukan Undang-undang telah menggunakan istilah 
strafbaar feitdidalam KUHP, tetapi tidak memberikan penjelasan apa 
yang sebenarnya dimaksud dengan istilah tersebut: 
 
Menurut Bambang Poernomo (1992 : 90), bahwa: 
Didalam KUHP dikenal istilah strafbaarfeit, tetapi dari dalam 
kepustakaan hukum pidana seringdipergunakan istilah delik.Pembuatan 
Undang-undang dalam merumuskan Undang-undang mempergunakan 
istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana. 
 
Menurut Lamintang (1997 :172), bahwa: 
Perkataan feit didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu 
kenyataan, sedangkan perkataan strafbaar feit dapat diterjemahkan 
sebagia bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang tentu 
tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum 
sebenarnya adalah manusia sebagian pribadi, dan bukan kenyataan, 
perbuatan atau tindakan. 
 Oleh karena itu pembentukan Undang-undang tidak 
memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud 
dengan istilah-istilah strafbaar feit diatas, maka timbullah didalam 
doktrin sebagai pendapatan. 
 Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 224) tindak 
pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan 
dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
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 Kesalahan diatas menurut Simons adalah kesalahan dalam arti 
luas, yang meliputi sengaja atau lalai. Ternyata bahwa 
Simonsmencampurbaurkan antara unsur-unsur tindak pidana 
(perbuatan, sifat melawan hukumnya perbuatan) dan 
pertanggungjawaban pidana (kesengajaan, kealpaan atau kelalaian dan 
kemampuan bertanggung jawab). Jadi jelas bahwa Simons menganut 
pandangan monistis terhadap tindak pidana. 
 Menurut Hermien Hadiati (1993 : 12) yang juga berpandangan 
minostis bahwa: 
 Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana 
dan bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, 
dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawabatau kelakuan, orang 
dirumuskan dalam Undang-undang, sifatnya melawan hukum dan 
arena itu patut dipidana bagi pelakunya dan dilakukan dengan 
kesalahan. 
 Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 225) membuat suatu 
pandangan antara pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh 
Simons dan Van Hamel dengan menggunakan suatu kesimpulan 
bahwa: 
 Makna kesalahan (schuld) menurut pengertian Van Hamel lebih 
luas dari pada makna kesalahan menurut Simons, karena 
kesengajaan, kealpaan, kelalaian, dan kemampuan 
bertanggungjawab.Disamping itu, Van Hamel istilah strafbaar 
feit itu tidak tepat.Yang tepat adalah istilah Strawaarding 
(peristiwa yang bernilai atau patut dipidana). 
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Pompe (Rusli Effendy, 1989 : 46) juga berpandangan monitis 
Mengemukakan pengertian tindak pidana dari dua segi sebagai 
berikut: 
1. Sebagai teori: tindak pidana adalah pelaggaran kaidah yang 
diadakan karena kesalahan pelanggaran, dan yang harus 
diberikan pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum. 
2. Segi hukum positif:tindak pidana adalah suatu peristiwa yang oleh 
Undang-undang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat 
dijatuhkan pidana. 
Uraian diatas menunjukan bahwa rupanya kedua segi tersebut 
berbeda, sebab dari segi teori, berpegang pada asas tidak dapat 
dijatuhkan pidana jika tidak ada kelakuan yang bertentangan dengan 
hukum yang diadukan karena kesalahan pembuat.Dari segi hukum 
positif orang berpegang pada asas tiada kesalahan tanpa suatu 
kelakuan yang melawan hukum. (Rusli Effendy, 1989 :47) 
Rusli Efendy (1989 : 52) menggunakan istilah peristiwa pidana 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feitmemberikan pengertian 
tindak pidana sebagai berikut: 
Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan 
pidana oleh hukum pidana.Sebabnya dipakai kata umum pidana 
karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak 
tertulis (hukum adat). 
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Moeljatno (2000 : 54) yang berpandangan dualisme memakai 
istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari strabaar feit 
memberikan pengertian istilah sebagai berikut: 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman 
(sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar 
pidana tersebut.Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
pidana, tetapi harus di ingat bahwa larangan ditujukan kepada 
perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada 
orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 
Berbeda dengan Moeljatno, menurut Soesilo (1984 : 26), 
bahwa: 
Tindak pidana juga biasa disebut delik atau perbuatan hukum 
yang boleh dihukum atau peristiwa pidana adalah suatu 
perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-
undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang 
dapat di pertanggungjawabkan. 
Menurut Satochid Kartanegara (Sianturi, 1986 : 20)  
bahwa lebih Baik dipakai istilah tindak pidana dengan alasan 
sebagaiberikut: 
Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian 
melakukan atau berbuat (active handeling) danatau pengertian 
tidak melakukan, tidak berbuat, atau tidak melakukan sesuatu 
perbuatan (passive handeling).Istilah perbuatan berarti 
melakukan, perbuatan tidak mencakup pengertian 
mengakibatkan atau tidak melakukan.Istilah peristiwa tidak 
menunjukkan hanya kepada tindakan manusia, sedangkan 
terjemahan pidana dari istilah strafbaar sudah tepat”. 
Sianturi (1986 : 208) mengikuti pendapat Satochid Kartanegara 
menggunakan istilah tindak pidana dengan menyatakan antara lain 
bahwa: 
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“…… istilah tindak pidana di pandang di perjanjikan sebagai 
pendekatan dari tindakan yang dilakukan oleh manusia yang 
menyebabkan ia dapat di pidana atau tindak yang dapat di 
pidana. Istilah tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari 
tindak pidana atas dasar manusia dapat di pidana apabila 
memenuhi unsur-unsur tersebut. 
2.  Unsur-unsur Delik 
Untuk mengatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana, 
maka Ruba‟i (2001 : 22) mengemukakan beberapa hal yang perlu 
diketahui yang dapat dirinci sebagai berikut: 
1. Adanya unsur-unsur tindak pidana yang merupakan syarat yang 
harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana. 
2. Adanya subjek atau pelaku tindak pidana. 
3. Dirumuskan tindak pidana tersebut didalam Undang-undang 
sebagai konsekuensi yang dianutnya asas legalitas. 
Didalam perbuatan yang dapat dipidana dikenal adanya dua 
unsur yang melekat, yaitu criminal(unsur yang melekat pada 
perbuatannya) dan criminal reponbility atau criminal liability (unsur yang 
melekat pada orang yang melakukan tindak pidana) yang dalam istilah 
hukum disebut sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana 
(Ruba‟I, 2002 : 22) 
Menurut Moeljatno (2000 : 63) unsur-unsur suatu perbuatan 
pidana (delik) adalah: 
1. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan) 
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  
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4. Unsur melawan hukum objektif 
5. Unsur melawan hukum subjektif 
 
Menurut Moeljatno, sekalipun dalam rumusan perbuatan pidana 
(delik) tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan disangka 
bahwa perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum. 
Demikian juga, bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya 
adalah keadaan lahir dan batin terdiri atas unsur-unsur lahir, namun 
adakalanya dalam perumusan juga diperlukan unsur batin, yaitu 
melawan hukum yang subjektif. 
Simons (Anny Isfandiyarie, 2006 : 27) mengemukakan unsur-
unsur tindak pidana (delik) yang terdiri dari: 
1. Perbuatan manusia (positif/berbuat atau negatif/tidak berbuat) 
2. Diancam dengan pidana 
3. Melawan hukum 
4. Dilakukan dengan kesalahan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
 
E.Mezger (Anny Isfandiyarie, 2006 : 27) juga mengemukakan 
unsur-unsur delik yang harus dipenuhi dan sudut pandang monistis 
yang terdiri dari: 
1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia 
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum 
3. Dapat di pertanggungjawabkan kepada seseorang 
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4. Diancam pidana 
Adami Chazawi (2002 : 82) mengemukakan ada 11 unsur tindak 
pidana (delik) yang disimpulkan dari rumusan-rumusan tindak pidana 
(delik) tertentu dari KUHP sebagai berikut: 
1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat pidana 
9. Unsur objek hukum pidana 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingati pidana. 
 
3. Jenis-jenis Delik  
 Berdasarkan sifatnya secara kuantitatif, Moeljatno (2002 : 2) 
menyebutkan didalam KUHP dikenal adanya dua jenis perbuatan 
pidana (delik), yang terdiri dari: 
1. Kejahatan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) penggelapan 
(Pasal 378 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan sebagai. 
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2. Pelanggar, misalnya mengemas di tempat umum (Pasal 504 
KUHP), mengadakan pesta atau keramaian umum tanpa izin 
pejabat yang berwenang (Pasal 510 KUHP), dan sebagainya. 
 Sianturi (2002 : 229) membatasi tindak pidana antara lain: 
1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (criminal onrecht) 
2. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan 
pemerintahan. 
Menurut Jen Remmik (2003 : 61) dalam perkembangannya, 
tindak pidana (delik) dapat dibedakan, yaitu: 
1. Delik yang bersifat menyakiti dan merugikan (kren kings delicten) 
2. Delik yang menimbulkan bahaya konkrit dan bahaya abstrak 
3. Delik persiapan 
4. Kejahatan dan pelanggaran  
5. Delik materil dan delik formil 
6. Delik umum dan delik khusus 
7. Kejahatan umum dan kejahatan politik 
8. Delik komisi dan delik omisi 
9. Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan 
10. Delik rampung dan delik berlanjut  
11. Delik tunggal dan delik gabungan 
12. Delik sederhana dan delik yang berkualifikasi serta delik yang 
dikhususkan. 
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Selain membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
Moeljatno (2000 : 75 masih menyebutkan pembagian lain dari 
perbuatan pidana (delik) yang terdiri dari: 
1. Delik dolus dan delik culpa 
2. Delik commissionis 
3. Delik biasa dan delik kualifisir (dikhususkan) 
4. Delik menerus dan delik tidak menerus. 
 
 Menurut Ruba‟I (2007 : 26) membedakan jenis delik sebagai 
berikut: 
1. Kejahatan dan pelanggaran 
2. Delik formil dan delik materil  
3. Delik commissionis, delik ommissionis, delik commisionis 
perommissionis commissa 
4. Delik dolus dan Delik culpa : 
a. Delik Dolus dan Delik Culpa 
Menurut Moeljatno (2005 : 5) bahwa delik dolus merupakan 
delik (perbuatan pidana) yang dilakukan dengan sengaja, sesuai 
sebagi contoh Pasal 338 KUHP yang merumuskan “dengan 
sengaja menyebabkan matinya orang lain”. 
J. Gusnadi (2004 : 21) menyatakan delik dolus pada malpraktik 
(dalam arti sempit) bahwa: tindakannya memang sudah terarah 
kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau, tidak perlu terhadap 
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akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui 
bahwa tindakannya itu adalah bertentangan dengan hukum yang 
berlaku. 
Sedangkan delik culpa merupakan istilah dari “kelalaian” adalah 
sebagai terjemahan dari “negligence” (Belanda : nalatigheid) dalam 
arti umum suatu pelanggaran hukum atau kejahatan (J.Guswandi, 
2004 : 29) 
Moeljatno (2000 : 75) mengatakan bahwa delik culpa 
merupakan perbuatan pidana yang tidak disengaja atau merupakan 
kealpaan dan kelalaian, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 
359 KUHP “barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan 
matinya orang…” 
Sianturi (2002 : 194) membagi culpa dalam dua (2) sudut 
pandang yaitu: 
a. Dari sudut kecendrungan atau kekuatan ingatan perilaku 
- Kealpaan yang berat (culpa lata) 
- Kealpaan yang ringan (culpa levis) 
b. Dari sudut kesadaran (bewuste heid) 
- Kealpaan yang didasari (bewuste schuld) 
- Kealpaan yang tidak didasari (onbewuste schuld) 
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D.Kesalahan Dalam Hukum Pidana 
  Kesalahan dalam arti luas ialah memiliki pengertian yang sama 
dengan pertanggungjawaban dalam hukun pidana. Kesalahan dalam 
arti sempit ialah kesalahan berarti kealpaan. 
 Kesalahan disengaja (dolus/opzet): Prinsip dari kesengajaan 
dalam Memori van Toeliching adalah mengetahui (weten) dan 
menghendaki (willen) kesalahan karena ke alpaan: Kealpaan terjadi bila 
pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam 
kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, 
kurang teliti). 
Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan 
pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan 
terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah 
pertanggungjawaban dalam hukum. 
Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan 
karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi 
luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi 
dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah 
kesalahan. 
Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: 
1.     Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela. 
2.     Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan 
melawan hukum. 
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Menurut C.S.T Cansil (2004: 50), dalamhukum pidana Inggris 
dikenal suatu asas yang disebut “Actus Reus”, asas ini tentu berguna 
bagi suatu studi perbandingan lengkap asas ini berbunyi sebagai 
berikut: 
“actus non facit reum, nisi mens sit rea”, merupakan suatu perbuatan 
tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat 
jahat” 
  C.S.T Cantil ( 2004: 52 ) juga menjelaskan tentang pembagian 
yang menjadi masalah penting dalam asas actu reus adalah : 
a. adanya perbuatan lahirnya sebagai penjelmaan dari kehendak, 
misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian. 
b.  kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi. 
Jan remmelink (teguh prasetyo, 2010 : 156) mendifinasikan 
kesalahan pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang 
menetapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap 
manusia yang melakukan prilaku menyimpang yang sebenarnya dapat 
dihindari.  
  Menurut Chaerul Huda (Teguh Prasetyo, 2010 ; 157), 
menjelaskan tentang kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak 
pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat 
berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut. 
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E. Pertanggungjawaban pidana 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar) menurut Sianturi (2002 : 249), bilamana pada 
umumnya: 
a. Keaadan jiwanya 
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara 
(teprair) 
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gaguh, idiot, imbecile dan 
sebagainya) 
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melindur dan 
kortes, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam 
keadaan sadar. 
b. Kemampuan jiwanya  
1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya  
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut 
3. Dapat mempengaruhi ketercelaan dari tindakan tersebut 
Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan kemampuan “berfikir” 
(verstandelijke vermogens) dari seseorang, walaupun dalam istilah 
yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstandelijke 
vermogens.Untuk terjemahan dari verstandelijke vermogens sengaja 
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digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa 
seseorang”.Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan 
doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksud seharusnya adalah 
keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijkevermogens).Dilihat dari 
sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang 
“mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawabkan 
(pidana)-kan. (Sianturi, 2002 : 250)  
Tidak mampu bertanggung jawab adalah ketidak normalan 
“keadaan” batin pembuat karena cacat jiwa atau gangguan penyakit 
sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa atau 
tidak karena perbuatannya dalam hal ini seseorang yang dipandang 
mampu bertanggung jawab jika ditemukan keadaan tersebut. 
Moeljatno (1983 : 155) menyatakan: 
“orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) 
kalau dia tidak melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban 
pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang 
yang melakukan tindak pidana sebaiknya eksistensi suatu tindak 
pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada 
kenyataanya melakukan tindak pidana tersebut”. 
 
Menurut Chaerul Huda (2005 : 20) bahwa: 
Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi setelah sebelumnya 
seseorang melakukan tindak pidana.Pertanggungjawaban pidana 
dilakukan atas dasar hukum yang tertulis “tiada pidana tanpa 
kesalahan”. 
 
Sedangkan bagi Sianturi (2002 : 246) menyatakan: 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi 
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unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. 
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas 
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan 
hukum (dan tidak ada pemidanaan sifat melawan hukum atau 
rechtsvaardigsgronddan alasan pembenar) untuk itu. 
 
Untuk memidana seseorang, disamping orang tersebut 
melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas geen straaf 
zondeer sculd(tiada pemidanaan tanpa kesalahan). Asas ini 
merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku dimasyarakat dan 
juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak 
diberlakukan pemidaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang 
yang tidak mampu bertanggung jawab, pasal 48 KUHP tidak diberikan 
ancaman bagi pelaku yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku 
yang melakukan pidana karena adanya daya paksa (Anny 
Isfandiyarie, 2005 : 251) 
Menurut Roeslan Saleh (1982 : 10) bahwa: 
“dalam hukum pidana dikenal pula doktrin mens rea. Yang 
dimaksud dengan doktrin ini singkatnya adalah bahwa adanya 
unsur subyektif adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, 
dan lebih jauh berdasarkan pada doktrin ini pula maka suatu 
peradilan pidana dapat melibatkan penyelidikan terhadap 
kesalahan jiwa tertuduh terhadap apa yang ia ketahui, yakin atau 
duga sebelumnya, atau terhadap persoalan-persoalan sekitar 
apakah dia telah diancam atau dihasut untuk melakukan 
perbuatan pidana itu, atau apakah dia telah dihalangi oleh suatu 
penyakit atau ketidak sadaran atas pengawasan terhadap dirinya 
atau badannya. Doktrin mens rea  ini disebut sebagai dasar dari 
hukum pidana, dan dalam praktek bahkan ditambahkan orang 
bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah 
satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu”. 
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Menurut Van Hamel (Maritiman Prodjohamidjo, 1996 : 33) 
menyatakan bahwa: 
Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal dan kematangan 
psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: 
a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. 
b. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang 
oleh masyarakat. 
c. Penuntutan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu, jadi 
dapat disimpulkan bahwa toekeningsvastbaarheid mengandung 
pengertian kecakapan. 
Menurut Pompe (Kanter, Sianturi, 2002 : 251) menyatakan bahwa: 
“Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
kehendak (de wil), kesalahan petindak adalah merupakan bagian 
dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya 
adalah: “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dilihat dari sudut 
kehendak maka sifat melawan hukum merupakan bagian luar dari 
kehendak itu. 
Menurut Sianturi (2002 : 251) bahwa: 
“suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat 
melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat 
melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang 
diatur dalam hukum (bukan hanya Undang-undang Hukum 
Pidana), maka tiada pemidanaan atau petindak tidak 
dipertanggung jawabakan pidana. Dengan demikian dapat 
ditegaskan bahwa “tiada pemidanaan tanpa unsur bersifat 
melawan hukum (dari tindakan tersebut)”. 
Selanjutnya Sianturi (2002 : 252) menyatakan: 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggung jawab secara pidana.Ia menginsyafi 
hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui 
ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan 
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melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah 
sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai 
akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan 
itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Dengan demikian 
untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan 
baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan 
terhapus kesalahannya. 
2. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP 
Pertanggungjawaban dalam KUHP secara umum tersimpulkan 
ditentukan dalam Bab III buku ke-I, dan terdapat pula secara tersebar 
dalam pasal-pasal Undang-undang. Seseorang petindak yang telah 
melakukan suatu tindakan (yang dapatdipidana ) mungkin dipidana 
(pemidanaan biasa, diringankan atau diberatkan) atau “dibebaskan”.  
Pembebasan ada dua macam, yaitu pembebasan dari 
pemidanaan apabila tidak terdapat “kesalahan” (vrijspraak) dan 
pelepasan dari segala dakwaan dan tuntutan bilamana dakwaan 
terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana atau lebih 
tegasnya tidak terdapatnya unsur melawan hukum. 
F. Ajaran dan Teori Kausalitas 
1. Pengertian Kausalitas 
Tiap-tiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi 
begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang 
lain. Masalah sebab dan akibat tersebut dengan nama causalitas, 
yang berasal dari kata “causa” yang artinya adalah sebab, menurut 
Teguh Prasetyo ( 2010 : 97 ). 
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Teguh prasetyo (2010: 97) juga mengatakan bahwa didalam 
ilmu pengetahuan hukum pidana ajaran causalitas ini bertujuan 
untuk memberikan pertanyaan atas pertanyaan bilamana suatu 
perbuatan dipandang suatu sebab dari akibat yang timbul atau 
dengan perkatanlain ajaran causalitas bertujuan untuk mencari 
hubungan sebab dan akibat seberapa jauh akibat tersebut di 
tentukan oleh sebab. 
 Seperti di ketahui, bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana 
mengenal beberapa jenis delik yang penting dalam ajaran causalitas 
adalah perbedaan antara delik formal dan materil. 
 Teguh Prasetyo (2010 : 97), mendefinisikan delik formal dan 
delik materil. Delik formal adalah delik yang telah di anggap penuh 
dengan di lakukan suatu perbuatan yang dilarangan dan diancam 
dengan suatu hukuman, sedangkan delik materil adalah delik yang 
telah dianggap selesai dengan ditimbulkan akibat yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
 Setelah dapat diketahui perbedaan antar delik formal dan delik 
materil, Teguh Prasetyo (2010: 98) mengadakan bahwa dengan 
perbuatandelik formil itulah yang dilarang dan pada delik materil 
yang ditekankan adalah akibat dari perbuatan tersebut.Ajaran 
kausalitas tersebut dihubungkan dengan delik formal sebagaimana 
telah di ketahui akibat suatu peristiwa tidak dinyatakan dengan tekad 
sebagai unsur dari suatu delik. 
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2. Teori – teori Kausalitas 
Menurut Teguh Prasetyo (2010 : 99 ), membagi teori-teori 
kaisalitas yaitu : 
a. Teori condition sine quanon ( teori syarat mutlak ) dari Van Buri  
Menurut teori ini tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu 
nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibat 
akan lain pula. Tiap syarat baik positif maupun negatif untuk 
timbulnya suatu akibat adalah sebab, dan mempunyai nilai yang 
sama. Kalau satu syarat dihilangkan tidak akan mungkin terjadi 
suatu akibat konkret, seperti yang senyata-nyatanya menurut 
waktu tempat dan keadaan. Tidak ada syarat yang dapat 
dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat. 
b. Teori dari Traeger  
Teager member ajaran yang berlainan sekali dengan ajaran 
Van Buri.Ia mengadakan perbedaan antara rangkaian 
perbuatan-perbuatan dan diantara rangkaian perbuatan-
perbuatan itu harus dicari yang manakah yang menimbulkan 
akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman dengan 
Undang-undang. 
Menurut ajaran ini, maka ia tidak menganggap rangkaian 
perbuatan itu sebagai syarat dari timbulnya akibat, akan tetapi ia 
membedakan syarat dan alasan dan dalam hal ini Treager hanya 
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mencari satu masalah saja, yang harus dianggap sebagai sebab 
dari pada akibat. Karena teori Treager mengemukakan dua teori: 
1. Teori yang mengindividualisir 
Merupakan dalam mencari, satu masalah dari rangkaian 
perbuatan tersebut, maka didasarkan kepada keadaan yang 
nyata menyebabkan akibat yang timbul.Jadi ajarannya ini 
mendasarkan pada in concreto. 
2. Teori yang menggenalisir  
Yaitu ajaran ini menentukan sebab dari pada akibat yang timbul, 
dengan mencari ukuran dengan perhitungan pada umumnya 
yang berarti ukuran itu ditentukan in absrtakto.Oleh sebab itu, 
beberapa sarjana hukum mengemukakan teori yang lain adalah 
sebagai berikut: 
1. Pendukung teori mengindividualisir 
a. Brikmayer : ia dengan teorinya de meest werzame factor, 
menurut sarjana ini untuk mencari satu masalah yang 
didasarkan pada faktor yang terbesar sebagai sebab 
timbulnya akibat. 
b. Binding dan Kohler : untuk mencari suatu masalah dari 
rangkaian perbuatan sebagai penyebab timbulnya akibat 
maka didasarkan kepada perbuatan yang terpenting dan 
seimbang sebagai penyebab timbulnya akibat. 
2. Pendukung teori menggeneralisirVon Kries : teori yang 
terkenal adalah adequate theorie, dengan teorinya tersebut 
ia mengajarkan perbuatan yang harus dianggap sebagai 
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sebab dari akibat yang timbul, adalah perbuatan yang 
seimbang denagn akibat. 
a. Rumelin : ia menganut teori yang menggenaralisir, menurut ia 
untuk mancari sebab timbulnya akibat dari rangkaian 
perbuatan yang didasarkan pada perhitungan yang layak, 
akan tetapi menurut Rumelin perhitungan yang layak si 
pelakunya tidak hanya harus mengetahui bahwa 
perbuatannya akan menimbulkan akibat yang terlarang. 
b. Simons : pendukung teori yang menganalisir. Pendapat 
simons adalah ditengah-tengah pendapat Von kries dan 
Rumelin dimana yang dimaksud perhitungan yang layak 
menurut Simons haruslah memperhatikan: 
- Masalah yang diketahui si pembuat sendiri 
- Memperhitungkan masalah yang diketahui umum, 
walaupun tidak dikenal oleh si pembuat sendiri cukup 






A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dipilih untuk melakukan penelitian adalah Di 
Sulawesi Tenggara Kota Kendari, tepatnya di Rumah Sakit Abunawas 
dan Apotek Mitra Husada untuk dijadikan sample penelitian sesuai 
dengan judul penulis yaitu “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 
ATAS KELALAIAN APOTEKER YANG MENGAKIBATKAN MATINYA 
ORANG DI RUMAH SAKIT” 
B. Jenis Penelitian  
Sebagai bahan analisa untuk mencapai suatu pembahasan 
yang sesuai dengan tujuan penulisan, dalam hal ini penulis 
menggunakan suatu jenis penelitian yang memakai pendekatan 
normatif yuridis (normatif legal research), yaitu menelaah peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep 
tentang teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang 
menjadi pokok pembahasan, yakni pertanggungjawaban pidana 
apoteker dalam malpraktik yang menyebabkan matinya orang dirumah 





C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  
1. Jenis Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini, Bahan Hukum uang digunakan terdiri atas 2 
(dua) jenis, yaitu: 
a. Bahan Hukum 
 Bahan Hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 
dari informan dan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan 
terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pernyataan (guide 
interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi 
wawancara. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
 Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap 
tanggungjawab pidana atas kelalaian apoteker dalam peracikan 
obat yang mengakibatkan matinya orang dirumah sakit. Bahan-
bahan hukum tersebut berupa: 
1. Bahan Hukum Primer (primary law material), yaitu bahan 
hukum yang mengikat yang antara lain sebagai berikut: 
i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 
ii. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan; 
iii. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang 
Pekerjaan Kefarmasiaan; 
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iv. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
1027/MENKES/SK/IX/2004; 
2. Bahan Hukum Sekunder (secondary law materiel), yaitu 
bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan 
hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, Makalah, 
Jurnal, hasil penelitian ilmiah, serta laporan hukum media 
cetak dan media elektronik. 
3. Bahan Hukum Tersier (tertiary law materiel), yaitu bahaan 
hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap baahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
yang terdiri atas: 
(a) Kamus Hukum 
(b) Kamus Umum Bahasa Indonesia 
(c) Kamus Farmasi 
2. Sumber bahan Hukum 
Adapun sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam 
Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Kepustakaan (library research) 
Kepustakaan diperoleh dari studi dokumen, maka dalam 
penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan 
kepustakaan baik berupa Peraturan Undang-undang, buku, 
hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah dan 
jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang 
48 
mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat 
menunjang dalam penulisan-penulisan ini. 
b. Lapangan 
Data lapangan yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara 
secara langsung dari narasumber yang ada dilapangan guna 
memperjelas penelitian ini. Narasumber tersebut ialah Ketua 
Apoteker Indonesia cabang Sulawesi Tenggara dan salah 
seorang Apoteker yang diberikan kewenangan dan kepercayaan 
untuk mengelola salah satu apotek di kendari. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan penulis 
dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui 
studi literatur. Studi literatur adalah untuk mendapatkan data sekunder 
dengan mempelajari literatur,menelusuri peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, makalah dan jurnal yang berhubungan 
dengan masalah yang akan dibahas. Disamping itu juga dibantu 
dengan data penunjang yang diperoleh dari narasumber melalui 
proses wawancara langsung guna memperoleh gambaran yang jelas 






E. Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Bahan Hukum yang telah terkumpul disusun secara teratur dan 
sistematis, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
Metode diskriptif kualitatif yaitu analisis-analisis yang tidak didasarkan 
atas angka-angka tetapi peraturan-peraturan yang berlaku dengan 
menghubungkan data sekunder guna memperoleh gambaran yang 
jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas 
Setelah dianalisa dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan 
metode dedukatif artinya, yaitu suatu metode analisa yang berangkat 
dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian 
yang khusus, dapat pula diartikan sebagai pembahasan yang dimulai 
dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang 
bersifat khusus yang tentunya tetap berpedomankan pada peraturan 
dan ketentuan yang berlaku dianalisi kualitatif secara lebih dalam 
sehingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan terhadap masalah 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pertanggungjawaban Apoteker Dalam Malpraktik 
Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 
Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasiaan Pasal 1 angka 13 
memberikan definisi bahwa apotek adalah sarana pelayanan 
kefarmasiaan tempat dilakukan praktek kefarmasiaan oleh apoteker. 
Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa fasilitas 
pelayanan kefarmasiaan adalah sarana yang digunakan untuk 
menyelenggarakan pelayanan kefarmasiaan, yaitu apotek, instalasi 
farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek 
bersama. 
Adanya sarana fasilitas pelayan kefarmasian, pasien dapat 
mengunjungi tempat tersebut guna untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang baik. 
Hubungan antara dokter dan apoteker adalah dokter dapat 
mengetahui penyakit dari pasien setelah memeriksanya lalu 
menuliskan resep obat yang diperuntukkan oleh apoteker agar 
apoteker tersebut dapat mengetahuinya, dalam hal ini apoteker 
berkewajiban untuk mengolah obat tersebut. 
Hal ini didukung dengan tanggapan Harmawati Kadir (Ketua 
Ikatan Apoteker Indonesia, Cabang Sulawesi Tenggara) mengatakan 
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bahwa hubungan antara dokter dan apoteker hanya sebatas 
pemberian resep obat, hal itu harus sesuai dengan resep dokter dan 
selanjutnya akan diracik oleh apoteker itu sendiri. (wawancara tanggal 
05 februari 2015). 
Hubungan antara dokter dan apoteker menurut Sullies Ikawati 
(Sulis:http://sulliesikawati.wordpress.com/tag/pasien/)adalah 
hubungan kerja kolaboratif antara dokter dan apoteker (Pharmacist-
Phycsian Collaborative Working Relationship). Beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi hubungan ini antara lain disebutkan : 
a. Karakteristik partisipan. Yang termasuk karakteristik partisipan 
adalah faktor demografi seperti pendidikan dan usia. 
Contohnya, dokter muda yang sejak awal dididik untuk dapat 
bekerja sama dalam tim interdisipliner mungkin akan lebih 
mudah menerima konsep hubungan dokter-apoteker. 
b. Karakteristik Konteks. Yang dimaksud adalah kondisi pasien, 
tipe praktek (apakah tunggal atau bersama), kedekatan jarak 
praktek, banyaknya interaksi, akan menentukan seberapa 
intensif hubungan yang akan terjalin. 
c. Karakterisik Pertukaran. Yang termasuk disini antara lain 
adalah; ketertarikan secara profesional, komunikasi yang 
terbuka dan dua arah, kerjasama yang seimbang, penilaian 
terhadap performace, konflik dan resolusinya. 
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Semakinseimbang pertukaran antara kedua belah pihak, akan 
memungkinkan hubungan kolaboratif yang lebih baik. 
1. Penggunaan obat bagi pasien oleh apoteker 
Obat sangat dibutuhkan oleh pasien yang dapat digunakan 
untuk mendapatkan kesehatan guna kelangsungan 
hidupnya.Contohnya seperti gambar di bawah ini : 
 
Gambar 1 tentang contoh obat yang dibutuhkan pasien 
 
Berdasarkan dengan contoh gambar diatas, maka pasien dapat 
mempergunakan dengan selayaknya obat-obatan tersebut yang telah 
tersedia di apotek dan toko-toko obat untuk dikonsumsi berdasarkan 
resep dari dokter. 
Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker 
dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk 
interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian 
informasi, monitoring pengguna obat untuk mengetahui tujuan akhir 
53 
sesuai harapan dengan baik. 
Keputusan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan 
kefarmasian di apotek menjelaskan bahwa di dalam pengertian Nomor 
3.11 konseling adalah suatu proses komunikasi dua arah yang 
sistematik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan 
memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pasien. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Amni 
Idrusberanggapan bahwa obat berguna bagi penggunanya dalam hal 
ini adalah pasien yang bertujuan untuk bisa dapat disembuhkan 
apabila mengkonsumsi obat tersebut secara teratur, dapat 
mengurangi rasa sakit, dan dapat diberikan pencegahan, serta 
mengobati penyakit dan meringankan penyakit. Contoh seperti 
penyakit diabetes dan hipertensi yang tidak dapat disembuhkan 
melainkan hanya dibantu untuk meringankan penyakitnya (wawancara 
tanggal 06 februari 2015). 
  Dewi Amni Idrus juga mengatakan bahwa jenis obat-obatan 
dapat terbagi-bagi yaitu : 
a. Obat Bebas 
Obat bebas merupakan obat yang tidak melakukan resep 
dokter dalam artian obat tersebut obat ringanbukan obat bodrex 
yang bertandakan bulatan hitam yang berisi hijau. Bisa dilihat 
pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2 tentang contoh obat bebas 
b. Obat bebas terbatas 
Obat bebas terbatas merupakan obat yang dapat dibeli 
bebas tetapi terbatas di toko obat atau apotek yang dapat 
diketahui oleh pasien tentang cara penggunaannya atau sering 
digunakan. Contohnya : obat Paratusin, obat flu, dan lain-lain, 
bertandakan bulatan hitam yang berisi biru, yang dapat dilihat 
pada gambar berikut : 
 
Gambar 3 tentang contoh obat terbatas 
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 c. Obat Keras 
Obat keras merupakan obat yang harus menggunakan resep 
dokter, karena obat tersebut tidak dapat dipakai dengan cara 
enteng atau pasien tidak dapat menyalahgunakannya. Obat 
tersebut bertandakan bulatan hitam yang berisi merah, yang 
dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
Gambar 4 tentang contoh obat keras 
2. Peracikkan obat oleh apoteker terhadap pasien 
 Bentuk racikan obat dan pembuatan obat adalah sangat 
berbeda, Hal ini dikarenakan perbedaan racikan obat merupakan obat 
yang dapat bersumber dari seorang apoteker yang telah 
mencampurkan dari berbagai macam obat sedangkan pembuatan obat 
bersumber dari perusahaan farmasi yang kemudian ditempatkan di 
toko-toko obat atau apotek yang diperuntukkan oleh masyarakat 
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Apoteker dapat mempergunakan alat-alatnya yang dapat 
dipergunakan untuk meracik obat yang bertujuan untuk penyediaan 
obat bagi pasien, hal demikian dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar 5 tentang alat-alat peracikan obat 
 
Peracikkan obat merupakan pencampuran berbagai macam obat 
yang disatukan yang kemudian menghasilkan obat puyer yang 
dimasukkan di dalam kapsul. 
Berikut ini contoh obat yang masih sementara diracik yang 





Menurut Dewi Amni Idrus membedakan jenis-jenis bentuk 
peracikkan obat, yaitu : 
 a. Peracikkan Blender 
Peracikkan blender dapat digunakan karena jumlah volume 
dari obat itu sangat banyak, selain itu juga obat tersebut dapat 
berselaput (keras) sehingga tidak mudah untuk dihancurkan. 
Gambar alat peracikkan blender dapat dilihat di bawah ini : 
 
Gambar 7 tentang alat peracikan blender 
 
 b. Peracikkan Tumbuk 
Peracikkan tumbuk dapat dilakukan sangat lambat dan 
memakan waktu sangat banyak. Dan kualitas dari peracikkan 
tumbuk sama dari bentuk peracikkan yang dilakukan dengan 
cara blender. Padahal apotek menggunakan prinsip cepat dan 
tepat. Dapat dilihat alat racikkan tumbuk di bawah ini: 
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Gambar 8 tentang alat peracikan tumbuk 
 
c. Peracikkan Larutan (dicampurkan dengan air) 
Peracikkan obat melalui larutan dapat dicampurkan dengan 
air dahulunya terbentuk dalam serbuk dan menghasilkan seperti 
halnya syrup. 
 





Jenis peracikkan dengan cara ditumbuk merupakan cara yang 
selalu digunakan apoteker untuk meracik obat. Namun cara tersebut 
terkadang tidak menghasilkan yang lebih baik untuk pasien itu 
sendiri.Yang dikarenakan adanya peracikkan dengan cara ditumbuk 
bisa saja ada kesalahan dari apoteker untuk melakukan peracikkan. 
Hal tersebut dilakukan sesuai dengan tanggapan salah satu 
apoteker diatas, bahwa dengan adanya jumlah volume atau jumlah 
obat yang sangat terlalu banyak tidak layak digunakan peracikkan 
dengan alat tumbuk, kecuali bentuk peracikkan tersebut dengan cara 
diblender, agar obat tersebut lebih halus untuk dipergunakan oleh 
pasien. 
Apabila jenis peracikkan dengan cara ditumbuk digunakan 
dengan adanya faktor kelalaian apoteker, obat tersebut masih terdapat 
biji-biji serbuk yang terdapat di dalam obat itu sendiri yang berbentuk 
obat puyer. 
Jika obat tersebut dapat digunakan.Maka anak kecil yang tanpa 
sengaja mempergunakan untuk mengkonsumsi obat racikkan itu dapat 
mengalami hal buruk, yaitu malpraktik apoteker itu sendiri.Dikarenakan 
pasien anak-anak sangat peka terhadap perubahan bentuk pada 
dirinya pada waktu sakit.Misalnya : ada seorang anak yang sedang 
sakit parah, namun anak itu tidak bisa mengkonsumsi obat yang dari 
peracikkan apoteker dengan cara ditumbuk karena anak itu mengalami 
penyakit yang memang tidak bisa mengkonsumsi obat berbentuk 
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serbuk. Kecuali anak tersebut mengkonsumsi obat yang berbentuk 
syrup. 
Apoteker tidak dapat memastikan bahwa anak itu jenis 
penyakitnya sangat parah, dikarenakan apoteker tidak mengetahui hal 
tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah seorang dokter.Karena 
apoteker hanya menangani peracikkan obat bukan masalah penyakit 
pasien yang dideritanya.Disini, salah satu bentuk kelalaian dari 
apoteker itu sendiri. 
Menurut Harmawati Kadir (Ketua IAI Cabang Sulawesi 
Tenggara), mengatakan bahwa jenis-jenis peracikkan seperti halnya 
diatas sesuai dengan pemikiran dan tindakan perindividuan masing-
masing apoteker untuk melakukan pencampuran obat dengan cara 
cepat (Hasil wawancara 06 februari 2015). 
Sesuai tanggapan dari Ketua Apoteker diatas, bahwa jenis 
peracikkan obat sesuai dengan cara perindividuan masing-masing 
apoteker merupakan tanggapan yang sangat keliru. Apalagi melakukan 
pencampuran obat yang menghasilkan dengan cara cepat. Hal 
iniperbuatan yang sudah sangat keliru. Dikarenakan apabila seorang 
apoteker melakukan peracikan obat menghasilkan dengan cara cepat 
tanpa mengetahui kondisi dari pasien itu sendiri, hal itu sama saja 
apoteker sengaja melakukan kerugian bagi pasien. 
Hal tersebut didukung dengan jumlah bentuk peracikkan obat 
dengan cara diblender sangat sedikit dibandingkan jenis 
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peracikkantumbuk. Kurangnya alat-alat peracikkan obat di apotek-
apotek dapat mempengaruhi kegiatan peracikkan obat oleh apoteker. 
3. Pertanggungjawaban Apoteker 
Menurut Black's Law Dictionary, tanggung jawab (liability) 
mempunyai tiga arti, antara lain : 
a. Merupakan satu kewajiban terikat dalam hukum atau keadilan 
untuk melakukan sesuatu. 
b. Kondisi menjadi bertanggung jawab atas kerugian atau aktual. 
c. Kondisi yang menciptakan tugas untuk melakukan tindakan 
segera atau di masa depan. 
Sedangkan menurut Nusye Ki Jayanti (2009 : 23), tanggung 
jawab mengandung makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban 
atas segala sesuatu akibat perbuatannya. Pengertian tanggung jawab 
tersebut harus memiliki unsur : 
a. Kecakapan 
Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan 
hukum.Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang 
tersebut sudah dewasa atau akil baligh serta sehat pikirannya. 
 
b. Beban berkewajiban 
Untuk kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus 




Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang 
dilakukan.Dengan demikian, tanggung jawab adalah keadaan 
cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta 
mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang 
dilakukan. 
Praktek apoteker bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan 
oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok 
profesional apoteker tertentu yang berkompetensi dan memenuhi 
standar tertentu dan telah mendapat izin dari institusi yang berwenang, 
serta bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang 
diterapkan oleh organisasi profesi. 
Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
sebagian tanggung jawab apoteker adalah sebagai berikut : 
a. Melaksanakan tugas fungsi dengan keilmuan melalui pendidikan 
yang berjenjang. 
b. Sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar tertentu. 
c. Mendapat izin dari institusi yang berwenang. 
d. Bekerja sesuai dengan standar profesi 
Dengan melihat pengertian-pengertian diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa ada atau tidaknya malpraktik bukanlah ditentukan 
atas dasar „hasil akhirnya‟ melainkan atas dasar „prosesnya‟. Suatu 
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hasil buruk yang tidak diharapkan dibidang medik sebenarnya dapat 
disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu : 
1. Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri, tidak berhubungan 
dengan tindakan medis yang dilakukan dokter 
2. Hasil dari suatu risiko yang dapat dihindari, yaitu risiko yang dapat 
diketahui sebelumnya (unforeseeable), atau risiko yang meskipun 
telah diakui sebelumnya (foreseeable) tetapi dianggap acceptable, 
sebagaimana telah diuraikan diatas. 
3. Hasil dari suatu kelalaian medik 
4. Hasil dari suatu kesengajaan  
Dengan demikian, suatu dugaan adanya malpraktik apoteker 
harus ditelusuri dan dianalisa terlebihi dahulu untuk dapat dipastikan 
adanya atau tidaknya malpraktik, keculai apabila faktanya sudah 
membuktikan bahwa telah terdapat kelalaian yaitu res ipsa loquitur (the 
thing speaks for itself). 
Sebagai seorang profesionalisme dibidang obat-obatan, tindakan 
apoteker harus didasarkan atas ketelitian dalam menjalankan fungsi 
dan tanggungjawabnya, karena kecerobohan dalam bertindak yang 
berakibat terancamnya jiwa pasien, hal ini dijelaskan dari pengertian 
asas kehati-hatian, menurut Anny Isfandyarie, (2006 : 81 - 82). 
Tanggungjawab hukum pidana dapat dilihat jika terjadi 
pelayanan obat yang dilakukan di apotik mengakibatkan pemakai obat 
mati atau menderita cacat sementara atau cacat tetap. Dalam Pasal 
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359 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa: 
“Barang siapa karena ke khilafannya menyebabkan matinya orang, 
dipidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan 
selama-lamanya satu tahun”. 
Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku umum 
yang memberikan dasar hukum untuk tuntutan pidana kepada subyek 
hukum yang melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang. 
Hal yang sama juga terjadi pada akibat perbuatan yang menyebabkan 
luka berat atau menderita sakit. 
Adapun unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai syarat untuk 
menentukan suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana 
adalah adanya kaitan dengan hal diatas, maka ada tiga syarat yang 
harus dipenuhi manakala terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam 
memberikan obat oleh apoteker diapotik sebagai berikut: 
1. Menetukan pelayanan obat oleh apoteker atau staf apotik dapat 
dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian tergantung dari 
fakta bahwa dalam proses pemberian pelayanan obat memang 
telah terjadi perbuatan yang tidak hati-hati atau tidak cermat. 
2. Di apotik hanya dilakukan peracikan, pencampuran, pengubahan 
bentuk, pengemasan dan pemberian petunjuk pemakaian obat 
berdasarkan suatu resep dokter, namun karena perbuatan tersebut 
karena lalai terhadap pemakaian obat dengan sendirinya kepada 
pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata 
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lain bahwa suatu perbuatan yang dalam kenyataannya 
menimbulkan akibat atau perbuatan yang dilarang oleh KUHP, 
maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh 
karenanya dapat dijatuhi pidana 
3. Hal itu sesuai dengan ajaran pertanggungjawaban pidana yang 
menyebutkan, bahwa timbulnya tanggungjawab pidana disebabkan 
oleh adanya suatu perbuatan pidana 
Mengenai penentuan suatu perbuatan dapat disebut perbuatan 
pidana, KUH Pidana kita menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan 
pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-
undang yang disebut sebagai asas legalitas. 
Adanya asas legalitas tersebut dikenal pula asas kejujuran yang 
bertujuan untuk seberapa besar apoteker jujur dalam menghadapi 
tindakan melanggar hukum dalam hal ini adalah malpraktik oleh pasien 
yang menyebabkan kematian. 
Menurut Anny Isfandyarie, (2006 : 80) menjelaskan bahwa asas 
kejujuran merupakan salah satu asas  yang terpentingan untuk dapat 
menumbuhkan kepercayaan pasien kepada dokter (apoteker). 
Berdasarkan asas kejujuran ini dokter (apoteker) berkewajiban untuk 
memberikan pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien, yaitu 
sesuai dengan standar profesinya. 
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Berkenaan dengan pemberian pelayanan obat itu dapat 
dikatakan perbuatan pidana atau tidak maka akan sangat ditentukan 
oleh fakta sejauh mana apoteker atau staf apotik bertindak tidak hati-
hati, tidak cermat dan tidak teliti sehingga menyebabkan lalai dan khilaf 
dalam bertindak. 
Sesuai dengan ajaran mengenai kesalahan atau kelalaian 
haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: ada kepastian tentang 
adanya perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan 
dua pengertian dasar. Untuk memastikan tentang adanya perbuatan 
pidana harus diteliti terlebihi dahulu apakah seorang telah melakukan 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang hukum 
pidana yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang 
melanggar aturan tersebut. 
Didalam hukum pidana dikenal pula dengan asas lex specialis 
derogat lege generali merupakan asas hukum yang  menyatakan 
peraturan atau Undang-undang yang bersifat khusus 
mengesampingkan peraturan atau Undang-undang yang umum. 
Olehnya itu, sesuai dengan contoh kasus tersebut diberlakukanlah asas 
lex specialis derogate lege generali untuk dapat menetukan peraturan 
yang berlaku untuk kasus itu. 
Dalam tinjauan terhadap berlakunya peraturan perundangan-
undangan, yang dikenal dengan asas undang-undang yang bersifat 
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khusus mengesampingkan adanya undang-undang yang bersifat 
umum. Penggunaan asas ini sudah bersifat universal. Asas-asas ini 
dikenal pula untuk mengantisipasi jika terjadinya pertentangan antara 
dua peraturan perundang-undangan yang sederajat. Misalnya 
pertentangan antara undang-undang. Sebagaimana kita ketahui dalam 
hukum pidana, dikenal adanya peraturan kitab undang-undang hukum 
pidana (KUHP), peraturan tersebut mengatur tentang perbuatan tindak 
pidana yang bersifat umum, sehingga sanksi yang diperoleh oleh 
tersangka berasal dari KUHP. 
Beda halnya undang-undang yang telah dibuat pemerintah 
tentang undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang 
mengatur tentang perbuatan tindak pidana bersifat khusus, dan tidak 
lagi diatur didalam KUH Pidana. Seperti halnya tindak pidana yang 
dilakukan oleh seorang apoteker, dokter, perawat, bidan serta tenaga 
kesehatan lainnya diatur dalam undang-undang kesehatan. 
Apabila dihubungkan dengan pandangan Dworkin, dengan 
asaslex specialis derogat lege generali, maka aturan ayang bersifat 
umum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata laian, 
aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai 
kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa 
konkrit. Penerapan asas ini dalam ketentuan peraturan peraturan 
perundang-undangan, menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum 
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mengikat, aturan tersebut hanya menjadi aturan perundang-undangan, 
tetapi tidak merupakan suatu aturan hukum. Dalam sistem hukum 
Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa hukum tidak selalu indentik 
dengan undang-undang. 
Menurut Friedman, suatu aturan hukum adalah sebagian dari 
substansi (materi) hukum itu sendiri, karena suatu sistem hukum terdiri 
substansi, struktur dan budaya. Dengan demikian, aturan pidana 
adalah sebagian hukum yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum 
pidana itu sendiri. 
Hal itu diperkuat dengan tanggapan yang dikemukakan oleh 
Packer, meliputi pengaturan tentang tindak pidana (crime), 
pertanggungjawaban pidana (responsibility) dan pemidanaan 
(punishment), maka aturan pidana disini adalah aturan tentang tindak 
pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Sepanjang 
terdapat aturan yang sifatnya khusus mengenai tindak pidana, 
pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, maka aturan yang 
sifatnya umum menjadi tidak valid. 
Olehnya itu, dengan pendekatan kasus tersebut bentuk 
pertanggungjawaban Apoteker dapat diatur didalam Undang-undang 
kesehatan tahun 2009 bukan berarti pertanggungjawaban apoteker 
diatur didalam KUHP pidana yang diterapkan didalam pasal 359. 
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Jadi pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan didalam 
Undang-undang kesehatan nomor 36 tentang kesehatan pasal 190 ayat 
(2) dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, 
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan tersebut 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
Berdasarkan hal diatas pertanggungjawaban menurut Nursye KI 
Jayanti (2009 : 52) bahwa personal liability adalah tanggungjawab yang 
melekat pada individu seseorang. Artinya adalah siapa yang berbuat 
dialah yang bertanggungjawab. 
B. Perlindungan hukum terhadap korban Malpraktik Apoteker 
Korban malpraktik apoteker dapat dilindungi dengan peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
memberikan definisi pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Korban 
adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, danatau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
Di dalam Undang-Undang itu juga memberikan definisi pada 
pasal 1 angka 6 memberikan definisi tentang Perlindungan adalah 
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 
memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib 
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dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang ini. 
Undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa korban 
Makpraktek yang dilakukan oleh apoteker harus dapat dilindungi sesuai 
peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Pada 
undang-undang itu, bentuk dari asas-asas perlindungan korban, pasal 3 
mengatakan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada : 
a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
b. Rasa aman 
c. Keadilan 
d. Tidak diskriminatif 
e. Kepastian hukum. 
Bentuk perlindungan hukum terhadap korban Malpraktik oleh 
apoteker dapat dijelaskan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 
2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 menjelaskan 
bahwa angka (1) Korban berhak : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 
Didalam bentuk perlindungan korban dalam Malpraktik oleh 
apoteker sudah sangat jelas seperti halnya diatas bahwa korban berhak 
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memperoleh perlindungan keamanan pribadi dan ikut serta dalam 
proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 
keamanan, apabila korban sudah mati maka apoteker dapat melindungi 
keluarga dan harta bendanya dari segala ancaman yang telah 
diberikannya. 
Hukum dapat melindungi korban malpraktik apoteker dapat 
dikenakan hukuman pidana. Hal itu dapat diatur dalam Undang-undang 
Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi/korban pada pasal 37 
ayat (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik 
menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang 
menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d 
sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada 
tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 








C. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik wawancara terhadap 
apoteker maupun petugas kesehatan lainnya yang terkait dengan 
perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari 
dokumen-dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa 
apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadi 
kesalahan pengobatan (medication eror) dalam proses pelayanannya. 
Apoteker harus mampu berkomunikasi tenaga kesehatan lainnya dalam 
menetapkan penggunaan obat yang rasional. 
Penulis melihat dari hasil penelitian di apotek jenis peracikkan 
dengan cara ditumbuk merupakan cara yang selalu digunakan apoteker 
untuk meracik obat. Namun cara tersebut terkadang tidak 
menghasilkan yang lebih baik untuk pasien itu sendiri. Yang 
dikarenakan adanya peracikkan dengan cara ditumbuk menurut penulis 
bisa saja ada kesalahan dari apoteker dalam melakukan peracikkan, 
karena dengan adanya jumlah volume atau jumlah obat yang sangat 
terlalu banyak tidak layak digunakan peracikkan dengan alat tumbuk, 
kecuali bentuk peracikan tersebut dilakukan dengan cara diblender, 
agar obat tersebut lebih halus untuk dipergunakan oleh pasien. 
Apabila jenis peracikan dengan cara ditumbuk digunakan 
dengan adanya faktor kelalaian apoteker, obat tersebut masih terdapat 
biji-biji serbuk yang terdapat didalam obat itu sendiri yang berbentuk 
obat puyer. Jika obat tersebut dapat digunakan, maka anak kecil yang 
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tanpa sengaja mempergunakan untuk dikomsumsi obat racikan itu 
dapat mengalami hal buruk bagi anak tersebut, yaitu malpraktik 
apoteker itu sendiri. Dikarenakan anak-anak sangat peka terhadap 
perubahan bentuk dirinya pada waktu sakit. 
Apoteker tidak dapat memastikan bahwa anak tersebut jenis 
penyakitnya sangat parah, dikarenakan apoteker tidak mengetahui hal 
tersebut, yang mengetahui adalah seorang dokter. Karena apoteker 
hanya menangani peracikkan obat bukan masalah penyakit pasien 
yang dideritanya. Disini saya melihat salah satu bentuk kurang 
cermatnya apoteker itu sendiri. 
Akan tetapi pelayanan obat oleh apoteker atau staf apotek dapat 
dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian tergantung dari fakta 
bahwa dalam proses pemberian pelayanan obat memang telah terbukti  
terjadi perbuatan yang tidak hati-hati dan atau tidak cermat dan 
seorang apoteker baru dapat dikatakan telah melakukan suatu 
perbuataan tindak pidana, meskipun apabila perbuatannya tersebut 
telah memenuhi rumusan dalam kitab undang-undang hukum pidana 
atau telah dilakukan perbuataan pidana, belum tentu dapat dijatuhi 
pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya (asas legalitas).  
Adapun perbuatan tersebut tidak dapat di buktikan 
kesalahannya, maka berlakulah asas Geen Straf Zonder schuld (tidak 
ada pidana jika tidak ada kesalahan). Dengan demikian, bahwa untuk 
mengetahui seorang apoteker dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-
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unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum 
pidana. 
Maka dari itu menurut penulis apoteker harus dapat berjiwa hati-
hati sebagaimana asas kehati-hatian telah dijelaskan dalam peracikkan 























Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dibahas pada 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian 
ini sebagai berikut : 
1. Bentuk pertanggungjawaban pidana apoteker dalam kasus 
diatas merupakan perbuatan delik culpa (kelalaian), dimana 
pelaku tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang 
atau melanggar hukum, tetapi ia tidak mengindahkan larangan 
itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan peracikan obat. jadi, 
dalam kealpaan pelaku kurang mengindahkan larangan tersebut 
sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan 
yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang, 
sehingga akibat dari perbuatan kelalaiannya, mengakibatkan 
pasien tersebut mengalami kematian ataupun cacat. 
2. Hukum dapat melindungi korban malpraktik yang dilakukan oleh 
apoteker sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 
pasal 5 menjelaskan bahwa angka (1) pada hururf a dan b 
bahwa Seorang Korban berhak : 
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang 
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berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya, 
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

















Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang 
dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Apoteker dapat berjiwa hati-hati sebagaimana asas kehati-
hatian telah dijelaskan dalam peracikkan obat sehingga pasien 
yang sedang ditanganinya tidak terjadi Malpraktik. 
2. Apoteker dapat memberikan pernyataannya sesuai kejujuran 
dalam kenyataan hukum yang ada. Karena didalam kesehatan 
menganut asas kejujuran. 
3. Apoteker juga harus bekerja sebagai mana ketentuan SOP 
(standar operasional) agar menghindari terjadinya kesalahan 
atau kelalaian  
4. Pasien dalam hal ini korban Malpraktik Apoteker, dalam hal ini 
adalah keluarga dapat menuntaskan kasus ini sampai ke 
pengadilan, jangan kasus ini berlarut-larut sehingga apoteker 
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